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Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:
MENIMBANG

a. Bahwa dalam perkembangan teknologi digital yang sangat pesat,
ternyata juga diimbangi dengan inovasi di berbagai sektor termasuk
dalam dunia bisnis dengan tujuan mempermudah masyarakat.
Namun inovasi-inovasi tersebut tentunya harus tetap berada dalam
koridor Syariah.

b. Inovasi bisnis yang dimaksud seperti transaksi digital dengan sistem
paylater. Transaksi model ini banyak digunakan oleh e-commerce di
berbagai sektor usaha, seperti pembelian tiket pesawat, persewaan
properti, pembelian perangkat elektronik dan lain-lain.

c. Layanan paylater memungkinkan seseorang bisa membeli barang
walaupun tidak memiliki vang yang mencukupi, karena transaksi
pembelian dilakukan dengan kredit atau mencicil.

d. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan transaksi digital
dengan sistem paylater dalam pandangan hukum Islam.

e. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum

transaksi digital dengan sistem paylater.

MENGINGAT
1. Firman Allah antara lain:

a. Ayat tentang perintah memenuhi ketentuan akad.
23ially 5430 Total il gl g
Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. (QS. Al-
Maidah [5]:1).
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b. Ayat terkait perintah mencatat dalam utang-piutang.
L b 3ERE A JaT ) o 2 1) sl Gl gl
Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan utang-piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...
(OS. Al-Bagarah [2]: 282).
c. Ayat terkait anjuran memberi penangguhan bagi orang yang

kesukaran membayar hutang.
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Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.
Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu,
lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]:
280)

d. Ayat tentang keharaman riba.
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Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-
Bagarah [2]: 275).

e. Ayat terkait larangan makan riba.
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah
supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali ’Imran
[3]:130).

f. Ayat yang menjelaskan bahwa riba tidak memberikan

keuntungan secara hakiki.
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Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta
manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan
Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu
maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah

orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (OS. Al-Rum
[30]: 39).
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g. Ayat tentang perilaku riba telah dilakukan orang-orang Yahudi.
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Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi
mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah
dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi (orang lain)
dari jalan Allah (160). Dan karena mereka menjalankan riba,
padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena
mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan
Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab

yang pedih. (OS. Al-Nisa’ [4]: 160-161).

h. Ayat terkait larangan makan harta dengan jalan batil.

\)Jsuetsg\ & & \jﬁ:)d.wuesmess\ﬁ\ \)15\_,\1}
Gyl 285 SU ) J1sat G & 8

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan
batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada
para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian
harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu

mengetahui. (QS. Al-Baqgarah [2]: 188).

1. Ayat terkait perintah makan sesuatu yang halal.
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Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah setan. Sunggh setan itu musuh yang nyata bagimu . (QS.
Al-Bagarah [2]: 168).

j. Ayat tentang perintah tolong menolong dalam kebajikan.
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan  bertakwalah  kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]:
2).

k. Ayat terkait orang-orang yang tidak berlebih-lebihan dan

membelanjakan harta.
Ll 38 QIS (i (85 15588 Al )58 i )i 1Y) il
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Dan (termasuk hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih)
orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak
berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, d antara keduanya
secara wajar. (QS. Al-Furgan [25]:67).

. Ayat terkait larangan menghambur-hamburkan harta.
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Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada
orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26).
Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara
setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27).
(OS. Al-Isra’ [17]:26-27).

2. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam antara lain:
a. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait laknat Allah
terhadap orang yang makan riba dan pihak-pihak yang terkait.
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Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah melaknat orang yang makan
riba, orang yang mewakilkannya, orang yang menulisnya dan
dua orang yang menyaksikannya. Semuanya sama. HR. Muslim

b. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang keutamaan

dalam membantu meringankan problem orang mukmin.
o gl e 8 fim ) 005 08 065556 i
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Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallahu
‘alaihi wa sallam bersabda ‘“Barangsiapa meringankan orang
mukmin  dari  kesusahan  dunia, maka Allah  akan

memudahkannya dari kesusahan akhirat, dan barangsiapa

memudahkan fakir miskin (orang yang kesulitan ekonomi), maka
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Allah akan memudahkannya dari kesulitan di dunia dan akhirat.
(HR. Muslim)
c. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang jiwa orang

mukmin tergantung hutangnya.
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Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallahu
‘alaihi wa sallam bersabda “Jiwa orang mukmin tergantung
pada hutangnya hingga dilunasi”. HR. Ibnu Majah.

d. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait pelunasan hutang

di akhirat.
Sla B i sl 0 JTia i 0505 06 U6 St ol (e
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Diceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah shallahu
‘alaihi wa sallam bersabda “Barangsiapa mati dan memiliki
hutang dinar atau dirham, maka hutangnya dilunasi dengan
kebaikannya, karena di akhirat tidak ada dinar dan dirham.”.
HR. Ibnu Majah

e. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait ancaman

menunda pembayaran.
e 2 i ) 055 06 0Bl G 380 055
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Diceritakan dari Amar bin al Syarid dari bapaknya, ia berkata,
Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Menunda-
nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu,
menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya™.
HR. Ibnu Majah

f. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait larangan

menunda pembayaran bagi orang yang mampu.
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Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah

shallahu  ‘alaihi wa sallam bersabda “Menunda-nunda
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(pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu
kezaliman” ...HR. Muslim.
g. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait ketentuan dalam

memenuhi persyaratan yang telah disepakati.
A Jal 5l yoa a5 oy ‘)1\ a@—kjji:‘ e BPANSA|
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Orang-orang Islam haruslah memenuhi pensyaratan di antara
mereka kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau
menghalalkan hal yang haram. HR al-Turmudzi

h. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait larangan

melakukan penipuan.
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Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda:
barangsiapa melakukan tipu daya, maka ia bukan bagian dariku.
HR. Muslim

i. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait larangan

melakukan intimidasi
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Abul Qasim Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang
mengarahkan (mengacungkan) senjata ke saudaranya, sungguh
malaikat akan melaknatnya hingga ia menyudahinya, sekalipun
ia adalah saudaranya satu ayah dan satu ibu (sekandung), HR
Muslim.

j. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang menutupi

kekurangan orang Islam.
S G JU e plugade Al e ol (5 o G
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Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda:
barangsiapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah
akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.

k. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait larangan

membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.
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Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallahu
‘alaihi wa sallam bersabda “Tidak boleh membahayakan diri

sendiri dan juga orang lain.” HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik
dan al-Thabrani.

Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

£ 52 il o 05 4 e A1 13505 3880 3 (Y
e 3 s

Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syaratnya adalah boleh

diadakan, selama tidak ada dalil yang melarangnya.
leai,A0 Sl A8 0% & W) ASGYT eSaeall s JeaY
Prinsip dasar dalam muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada

dalil yang mengharamkannya.
Bahaya harus dihilangkan.

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

Aliaal Qs e 2584 aiad) 25
Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada
mengambil kemaslahatan.

e, T e 0 I e i

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Syekh Ali al-Shabuni dalam Tafsir Rawa’i al-Bayan menjelaskan

definisi riba dalam hutang piutang.
DoY) Jlah (i LAY (a (ym jRal1 334033035 50 L
Riba adalah adanya tambahan yang diambil orang yang

menghutangi dari orang yang berhutang sebagai kompensi
penundaan.
Dalam [’anah al-Thalibin 3/65 dijelaskan tentang bunga bisa

merusak akad pinjaman karena keluar dari tujuan pokok akad.
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Akad pinjaman dengan adanya syarat yang menguntungkan
kreditur, maka menjadi rusak karena hadits Nabi “Setiap akad
pinjaman yang menguntungkan kreditur adalah riba”. Yang
dimaksud dengan menguntungkan kreditur adalah menguntungkan
dirinya sendiri atau juga bersama debitur. Sedangkan penjelasan
dari akad menjadi rusak adalah ketika syarat tersebut ada dalam
majlis akad, sehingga bila pihak kreditur dan debitur saling
bersepakat dan tidak ada dalam akad, maka tidak rusak. Pada
dasarnya hikmah yang terkandung dalam rusaknya akad adalah
bahwa urgensitas atau masalah pokok dalam akad pinjaman adalah
menolong.  Ketika kreditur — mensyaratkan sesuatu  untuk
kepentingannya, maka ia keluar dari tujuan pokok akad sehingga
keabsahannya tercederai.

3. Dalam Bughyah al-Mustarsyidin, 129 dijelaskan bahwa adanya
unsur riba dalam akad pinjaman walaupun darurat tidak bisa

menolak dosa.
A G 4l Eiagsn5all 5l al ) de L3l pUat ) (illsa)
3130 elae) Ja 1 Gk 4l 3 23Y) AN 4 8 Al adad)
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Pemberian riba saat transaksi hutang walaupun karena darurat;
sekiranya bila tidak memberikannya ia tidak akan mendapatkan
hutangan, hal itu tidak bisa menolak dosa, karena baginya ada cara
untuk memberikan tambahan secara halal, seperti dengan cara
nadzar atau lainnya dari sebab-sebab kepemilikan.

4. Dalam Hasyiah al-Shawi ‘ala al-Syarh al-Shagir, 7/18 dijelaskan

bahwa pembebenan ongkos diarahkan kepada orang yang berhutang.
Sle sl s (ade ) aadl i 55 S gD AT T (ually)
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Ongkos penakaran atau timbangan atau penghitungan dibebankan
kepada orang yang menjual, karena pemenuhan hal tersebut tidak
akan wujud kecuali di tangan penjual. Berbeda halnya dengan akad
hutang, maka penakaran dan sesamanya dibebankan pada orang
yang menerima hutangan (debitur), sebab orang yang menghutangi
telah melakukan suatu kebaikan (menghutangi) maka tidak perlu
dibebani ongkos di atas. Begitu pula dalam mengembalikan utang,
ongkos penakaran dan lainnya dibebankan kepada orang yang
menerima hutang.
5. Dalam Hasyiah al-Jamal 10/131 dijelaskan bahwa tulisan atau
sejenisnya bisa digunakan dalam akad.
Ll G il 3% L 56208 L8 Wa il i35 e gl )
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Jual beli atas dasar kerelaan, sedangkan rela merupakan sesuatu
yang tersembunyi sehingga perlu diungkap dengan sesuatu yang
menunjukkannya. Sesutu yang menunjukkannya bisa berupa lafadz
atau sesuatu yang sepadan pengertiannya dengannya seperti tulisan
atau sesuatu yang menduduki kedudukannya seperti isyarat orang
bisu.
6. Dalam [’anah al-Thalibin 3/9 disebutkan bahwa transaksi bisa
menggunakan media.

£
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Yang kedua adalah melafadzkan sekiranya didengar oleh orang di
dekatnya meskipun orang yang diajak bicara tidak mendengarnya,
sedangkan penerimaan bisa diwujudkan dengan cara menerima

seketika walaupun tidak mendengar ijab atau menerimanya

walaupun lafadz ijab melalui perantara angin
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7. Dalam Syarh al-Yaqut al-Nafis, 2/22 disebutkan bahwa yang
dipertimbangkan dalam akad adalah substansinya dan bisa

menggunakan media.
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Yang dipertimbangkan dalam berbagai akad adalah substansinya
bukan bentuk lafadznya....dan jual beli via telepon, telks, telegram
dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan
dipraktekkan.
8. Dalam al-Figh al-Islami wa Adillatuh, 4/447 dijelaskan mengenai
sighat akad.
Lagial o) ad 58 e Y1 (Rl (s e G o ol 3l
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Sighat akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang
bertransaksi yang menunjukkan adanya keinginan batin untuk
mengadakan dan menetapkan akad. Kehendak batin tersebut dapat
diketahui melalui lafadz atau ucapan atau sesuatu yang menempati
kedudukannya atau isyarat atau tulisan. Sighat ini adalah ijab dan
qobul.

9. Dalam al-Figh al-Islami wa Adzillatuh, 4/463 dijelaskan definisi

majelis akad.
O3 Ly WS gie (8 o3 oslhaall sl Sa8) e 315400 Gl
e 3 Laaoal (1S ()5S 8 4 caaly olSa b giailaial
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Yang dimaksud dengan satu majlis akad adalah bukan kedua belah
pihak dalam satu tempat, karena bisa saja tempat salah satunya

tidak sama dengan tempat lainnya ketika di antara keduanya ada

media, seperti transaksi melalui telepon, radiogram atau surat.
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Sehingga yang dimaksud dengan satu majelis adalah satu masa atau
waktu di mana kedua belah pihak sibuk dalam bertransaksi.
10. Dalam [’anah al-Thalibin, 3/31 dijelaskan terkait hukum

bertransaksi dengan orang yang memiliki harta haram.
Azl Aol é\‘)ﬂ\ Qle I s ;\);} Ja 6w (e AP ’5;55;\)?
dhog a4 30 Lepypaiale
Makruh melakukan transaksi dengan orang yang mayoritas
hartanya haram, namun bila diyakini bahwa yang ditransaksikan
adalah sesuatu yang haram, maka hukum transaksinya adalah
haram dan batal.
11. Dalam Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam 11/122 disebutkan
bahwa penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan

yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan

serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan.

ALY 3h Loy clifialll Ga UGO8 Ly 200505 BY 31 Cafials
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Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang
terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta
bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka
tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di
saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan
kesulitan yang berat.

12. Beberapa data yang terhimpun terkait dengan sistem paylater adalah
sebagaimana berikut:

a. Paylater merupakan cara pembayaran yang ditawarkan suatu
perusahaan kepada pengguna aplikasinya untuk memudahkan
transaksi dengan memanfaatkan pembayaran cicilan.

b. Pengguna aplikasi yang akan memanfaatkan fitur paylater
terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan-persyaratan
seperti memenuhi kriteria umur, memiliki KTP dan sebagainya.

c. Layanan paylater di platform tertentu disediakan perusahaan jasa
keuangan yang berada dalam pengawasan OJK dan bekerja sama

dengan platform tersebut.
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d. Pengguna paylater mendapatkan limit pinjaman yang besarnya
bervariasi sesuai kebijakan dan ketentuan di masing-masing
penyedia.

e. Di beberapa platform, pengguna paylater dikenakan bunga yang
besarannya bervariasi, ada yang minimal 2,95 persen ditambah
dengan biaya penanganan sebesar 1 persen setiap transaksi.

f. Jumlah pinjaman pokok beserta bunga dan biaya penanganan
yang terakumulasi nantinya harus dikembalikan sesuai dengan
tenggat cicilan yang dipilih.

g. Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan transaksi
pembelian dengan nilai Rp. 100.000 melalui sistem paylater
dengan bunga 2,95 persen ditambah biaya penanganan sebesar 1
persen, maka dana yang harus dikembalikan sebesar Rp.
103.950.

h. Tagihan pokok dan lainnya wajib dibayar sebelum tanggal jatuh
tempo. Apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan
pembayaran, maka pengguna akan dikenakan denda, sedangkan
besarannya tergantung perusahaan terkait.

1. Sebagaimana pinjaman online lainnya, pengguna yang diketahui
terlambat melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu
dapat mengalami penagihan secara langsung oleh penagih
hutang atau debt collector.

13. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Bunga (Interest/Faidah).

14. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006

Tentang Syariah Card.

15. Fatwa Hasil Ijtima’ Ulama MUI Tahun 2021 Tentang Hukum

Pinjaman Online.

16. Keputusan [jtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur tentang
hukum transaksi digital menggunakan sistem paylater pada tanggal

27 Juli 2022 bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1443 H.

17. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa

MUI se Jawa Timur pada tanggal 3 Agustus 2022 bertepatan dengan

5 Muharram 1444 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN
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Menetapkan : HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DENGAN SISTEM PAYLATER

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan paylater adalah layanan kredit digital

yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa secara kredit di

berbagai merchant yang sudah melakukan kerjasama.

Kedua : Ketentuan Hukum

l.

Memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam transaksi pinjam
meminjam merupakan sesuatu yang positif selama tidak bertentangan
dengan tujuan dasar dalam akad pinjaman, yaitu menolong sesama dan

tidak menyalahi prinsip-prinsip syari’ah.

. Sistem paylater dengan menggunakan akad gard atau hutang piutang

yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya

tidak sah, karena termasuk riba.

. Sistem paylater dengan menggunakan akad gard atau hutang piutang

yang di dalamnya tidak ada ketentuan bunga, hanya administrasi yang
rasional, hukumnya boleh.

Sistem paylater dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada
penyedia paylater yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh,
walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan
harga tunai.

Melakukan pembayaran atas beban hutang merupakan kewajiban,
sedangkan memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran
hutang pada debitur yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan
yang dianjurkan.

Melakukan tindakan seperti mengancam atau membuka aib debitur

karena belum bisa memenuhi kewajibannya hukumnya haram.

. Bertransaksi dengan pengguna paylater diperbolehkan selama tidak

diketahui secara jelas bahwa akad antara pengguna dengan pihak

penyedia paylater tersebut adalah akad yang diharamkan.

Ketiga : Rekomendasi

1.

2.

Meminta kepada pemerintah untuk mendorong pelaku usaha digital
dengan sistem paylater agar menerapkan prinsip syari’ah dan
berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia.

Meminta kepada pelaku usaha untuk menerapkan prinsip syari’ah

dalam implementasi sistem paylater.
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3. Menyerukan kepada masyarakat untuk bijaksana dan hati-hati dalam
menggunakan sistem paylater agar tidak terjebak pada pola hidup
boros, tidak terjebak pada praktek riba dan tidak menyalahi prinsip-

prinsip syariah.

Keempat : Ketentuan Penutup
1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika
di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk

menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 5 Muharram 1444 H.
3 Agustus 2022 M.

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

KOMISI FATWA
Q/’ .
KH. Makruf Chozin KH. Sholihin Hasan, M.H.I
Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua Umum,

o

KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M  Prof. AkK Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

Sekretaris Umum,

14| Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur



